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ABSTRAK 

AKSESIBILITAS FASILITAS KESEHATAN DI KECAMATAN NATAR 

KABUPATEN LAMPUNG SELATAN 

 

Oleh 

INDRI DAMAYANTI 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi aksesibilitas fasilitas kesehatan 

di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. Populasi dalam penelitian ini 

adalah fasilitas kesehatan di Kecamatan Natar, sedangkan sampel penelitian adalah 

praktik bidan, praktik dokter, dan apotek dengan jumlah sebanyak 133 fasilitas 

kesehatan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

penelitian deskriptif. Pengambilan data menggunakan teknik observasi dan 

dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini yaitu analisis spasial, analisis 

deskriptif, dan skoring. 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aksesibilitas fasilitas kesehatan di Kecamatan 

Natar dengan indikator yang terdiri dari jarak radius, waktu tempuh, transportasi, 

dan prasarana jalan sudah cukup baik. Setiap jenis fasilitas kesehatan memiliki 

tingkat aksesibilitas yang berbeda, yaitu 57% praktik bidan memiliki aksesibilitas 

sedang, 39% praktik dokter memiliki aksesibilitas sangat baik, dan 56% apotek 

memiliki aksesibilitas sangat baik. 

 

Kata Kunci: Aksesibilitas, Fasilitas Kesehatan 
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ABSTRACT 

ACCESSIBILITY OF HEALTH FACILITIES IN NATAR DISTRICT SOUTH 

LAMPUNG REGENCY 

 

By 

INDRI DAMAYANTI 

 

This study aims to analyze the accessibility conditions of health facilities in Natar 

District, South Lampung Regency. The population in this study were health 

facilities in the Natar District, while the research samples were practicing 

midwives, practicing doctors, and pharmacies with a total of 133 health facilities. 

The research method used in this research is descriptive research method. Retrieval 

of data using observation and documentation techniques. Data analysis in this 

research is spatial analysis, descriptive analysis, and scoring. 

 

The results showed that the accessibility of health facilities in Natar District with 

indicators consisting of radius distance, travel time, transportation and road 

infrastructure was quite good. Each type of health facility has a different level of 

accessibility, namely 57% of midwives' practices have moderate accessibility, 39% 

of doctors' practices have very good accessibility, and 56% of pharmacies have 

very good accessibility. 

 

Keywords: Accessibility, Health Facilities
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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 

menyatakan “Setiap orang berhak atas kesehatan”. Kesehatan adalah keadaan 

sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap 

orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis (UU RI Nomor 36 Tahun 

2009). Di Indonesia, kesehatan adalah hak asasi manusia dan merupakan salah satu 

unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa 

Indonesia seperti yang dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 

Negara Kesatuan Republik Indonesia Indonesia 1945 (Hidayat, 2017). Hal ini 

didukung beberapa peraturan yang menyatakan kesehatan sebagai salah satu hak 

asasi manusia, diantaranya yaitu Pasal 28 H Ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan 

bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, 

dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh 

pelayanan kesehatan”. 

Dalam mewujudkan maksud dari pasal tersebut, pemerintah melakukan beberapa 

upaya pelayanan kesehatan yang ditujukan kepada masyarakat. Upaya kesehatan 

adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara 

terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan 

derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan 

kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah 

dan/atau masyarakat. Untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya 

bagi masyarakat, diselenggarakan upaya kesehatan yang terpadu dan menyeluruh 

dalam bentuk upaya kesehatan perseorangan dan upaya kesehatan masyarakat. 

Penyelenggaraan upaya kesehatan tersebut diantaranya adalah pelayanan 

kesehatan, peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit, keluarga berencana, 

pengamanan makanan dan minuman, pengamanan zat adiktif, dan sebagainya (UU 
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RI Nomor 36 Tahun 2009). 

Penyelenggaraan upaya kesehatan memerlukan fasilitas kesehatan sebagai alat 

dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan 

kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan 

oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat (UU No 36 Tahun 2009). 

Dalam hal ini pemerintah terutama pemerintah daerah memiliki hak untuk 

menentukan jumlah dan jenis fasilitas pelayanan kesehatan serta pemberian izin 

operasi di daerahnya.  

Persebaran fasilitas kesehatan di Indonesia dinilai masih kurang merata. 

Ketidakmerataan ketersediaan fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan dan kondisi 

geografis yang sangat bervariasi, menyebabkan semakin lebarnya potensi 

ketidakadilan kesehatan antar kelompok masyarakat. Salah satu contohnya adalah 

ketimpangan infrastruktur, fasilitas dan sumber daya manusia (SDM) antara 

Indonesia bagian barat dan timur. Keterbatasan jumlah fasilitas dan SDM kesehatan 

di wilayah Indonesia bagian timur mengakibatkan masyarakat di wilayah tersebut 

tidak memiliki banyak pilihan untuk berobat. Di sisi lain, masyarakat di wilayah 

Indonesia bagian barat dapat memanfaatkan layanan yang lebih banyak dan tidak 

terbatas dikarenakan jumlah fasilitas dan SDM yang memadai. Tanpa adanya 

peningkatan ketersediaan fasilitas dan SDM di Indonesia bagian timur, dana BPJS 

Kesehatan akan banyak dimanfaatkan di daerah-daerah perkotaan dan wilayah 

Indonesia bagian barat (Trisnantoro et al., 2014 dalam Misnaniarti dkk, 2017).  

Meski begitu jumlah dan jenis fasilitas kesehatan ditentukan oleh Pemerintah 

Daerah dengan pertimbangan beberapa unsur yang diantaranya adalah luas wilayah, 

kebutuhan kesehatan, jumlah dan persebaran penduduk, pola penyakit, 

pemanfaatannya, fungsi sosial, dan kemampuan dalam memanfaatkan teknologi 

(PP Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan). Provinsi 

Lampung merupakan salah satu provinsi di wilayah Indonesia bagian barat. 

Persebaran fasilitas kesehatan di Provinsi Lampung tahun 2021 adalah sebagai 

berikut (Tabel 1). 
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Tabel 1. Fasilitas Kesehatan Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provini 

Lampung Tahun 2021 
 

No. Kabupaten/Kota Rumah 

Sakit 

Puskesmas Pustu Poliklinik Jumlah 

1 Lampung Barat 3 17 44 3 67 

2 Tanggamus 2 25 56 12 95 

3 Lampung Selatan 6 35 76 39 156 

4 Lampung Timur 5 37 90 35 167 

5 Lampung Tengah 7 42 122 56 227 

6 Lampung Utara 5 27 90 22 144 

7 Way Kanan 1 11 34 16 62 

8 Tulang Bawang 3 20 66 17 106 

9 Pesawaran 3 13 40 21 77 

10 Pringsewu 5 12 34 24 75 

11 Mesuji 2 8 38 6 54 

12 Tulang Bawang 

Barat 

1 11 43 13 68 

13 Pesisir Barat 2 12 23 - 37 

14 Bandar Lampung 20 29 49 56 154 

15 Metro 8 11 4 14 37 

Total 73 310 809 334 1.526 

Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2022  

Gambar 1. Diagram Persentase Fasilitas Kesehatan di Provinsi Lampung 

Tahun 2021 
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Dari data tersebut diketahui bahwa pada tahun 2021, sebanyak 14,9% dari 

keseluruhan jumlah fasilitas kesehatan di Provinsi Lampung berada di Kabupaten 

Lampung Tengah, 11% di Lampung Timur, dan 10,2% di Lampung Selatan. 

Sementara 63,9% fasilitas kesehatan lainnya tersebar di wilayah kabupaten lain di 

Provinsi Lampung. Persebaran ini dipengaruhi beberapa faktor diantaranya adalah 

jumlah penduduk dan lokasi geografis. 

Lampung Selatan merupakan kabupaten yang terletak di ujung selatan Provinsi 

Lampung yang terdiri dari 17 kecamatan dengan luas wilayah mencapai 2.109,74 

Km2 dengan jumlah penduduk mencapai 1071,73 ribu. Lampung Selatan memiliki 

fasilitas kesehatan yang cukup banyak dibandingkan kabupaten lain pada tahun 

2021. Fasilitas kesehatan di Kabupaten Lampung Selatan diantaranya yaitu sebagai 

berikut: 

Tabel 2. Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021 

No. Kecamatan 
Rumah 

Sakit 
Puskesmas Pustu Poliklinik Jumlah 

1. Natar 2 7 9 7 25 

2. Jati Agung 2 4 4 7 17 

3. Tanjung Bintang - 2 3 3 8 

4. Tanjung Sari - 1 4 2 7 

5. Katibung 1 2 6 3 12 

6. Merbau Mataram - 2 8 - 10 

7. Way Sulan - 1 2 - 3 

8. Sidomulyo - 1 4 5 10 

9. Candipuro - 1 6 2 9 

10. Way Panji - 2 1 2 5 

11. Kalianda 1 3 10 2 16 

12. Rajabasa - 3 5 - 8 

13. Palas - - 3 - 3 

14. Sragi - 1 5 - 6 

15. Penengahan - 1 - 1 2 

16. Ketapang - 3 4 5 12 

17. Bakauheni - 1 2 - 3 

Total 6 35 76 39 156 

Sumber : BPS Lampung Selatan, 2022 

Berdasarkan data BPS Lampung Selatan tahun 2022, Kecamatan di Kabupaten 

Lampung Selatan yang memiliki fasilitas kesehatan terbanyak pada tahun 2021 

adalah Kecamatan Natar. Kecamatan Natar memiliki luas wilayah 269,58 Km2 
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yang artinya memiliki 11,89% dari luas keseluruhan wilayah Lampung Selatan 

dengan jumlah penduduk pada tahun 2021 sebanyak 191.005 jiwa (BPS Natar, 

2022). Dan berdasarkan hasil observasi, pada tahun 2022 Kecamatan Natar 

memiliki fasilitas kesehatan sebagai berikut. 

Tabel 3. Fasilitas Kesehatan di Kecamatan Natar Tahun 2022 

No. Jenis Fasilitas Kesehatan Jumlah 

1 Rumah sakit 1  

2 Puskesmas  5 

3 Puskesmas Pembantu 7 

4 Klinik 14 

5 Praktik Dokter 18 

6 Praktik Bidan 81 

7 Apotek 34 

Total 160 

Sumber : Observasi, 2023  

Dengan jumlah total sebanyak 160 fasilitas kesehatan, Kecamatan Natar telah 

memiliki jumlah fasilitas yang cukup untuk mengadakan pelayanan kesehatan 

kepada masyarakatnya. Namun dengan wilayah administrasi yang relatif luas, 

banyaknya jumlah fasilitas di Kecamatan Natar masih belum memberikan 

pelayanan secara optimal dimana masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi 

sebagian masyarakat yang diantaranya adalah kondisi prasarana jalan. Misalnya 

seperti yang dilansir Lampost.co edisi 21 Juni 2022, terdapat artikel yang berisi 

keluhan masyarakat mengenai kondisi jalan menuju Puskesmas Natar, SMAN 1 

Natar, dan kantor koordinasi Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan 

wilayah Natar yang rusak parah. Saat musim hujan kondisi jalan tersebut tergenang 

air sementara saat musim kemarau jalan dipenuhi debu dan lubang-lubang besar. 

Padahal jalan tersebut setiap harinya dilalui ribuan siswa sekolah, petugas 

kesehatan, hingga warga yang hendak berobat ke puskesmas. Kondisi prasarana 

jalan mempengaruhi aksesibilitas fasilitas kesehatan yang sejatinya memiliki peran 

cukup penting dalam upaya pelayanan kesehatan karena akan berpengaruh pada 

kecepatan masyarakat dalam menerima pelayanan kesehatan. 
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Gambar 2. Kondisi Jalan di Depan Puskesmas Natar 

Pelayanan kesehatan berdasarkan syarat pokoknya terdiri dari 5 indikator yaitu: 

tersedia dan berkesinambungan, dapat diterima dan bersifat wajar, mudah dicapai, 

mudah dijangkau, dan bermutu (Asrul Azwar, 1996 dalam Isniati, 2007). 

Aksesibilitas fasilitas kesehatan merupakan bagian dari syarat pokok mudah 

dijangkau yang menurut Laksono (2016) dalam Maulany, dkk (2021) mencakup 

jarak, waktu tempuh, jenis transportasi, dan prasarana jalan.  

Fasilitas kesehatan di Kecamatan Natar cukup beragam yaitu terdiri dari rumah 

sakit, puskesmas, puskesmas pembantu, klinik, praktik dokter, praktik bidan, dan 

apotek. Namun jumlah fasilitas kesehatan terbanyak adalah praktik dokter, praktik 

bidan, dan apotek. Jumlahnya yang cukup banyak ini tersebar di seluruh desa di 

Kecamatan Natar yang seharusnya dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat 

dalam menerima pelayanan kesehatan khususnya saat keadaan darurat. Namun, 

beberapa prasarana jalan yang kondisinya masih kurang baik masih menjadi 

kendala dalam masalah aksesibilitasnya. Penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis aksesibilitas fasilitas kesehatan di Kecamatan Natar. Maka dari itu, 

penelitian ini berjudul “AKSESIBILITAS FASILITAS KESEHATAN DI 

KECAMATAN NATAR KABUPATEN LAMPUNG SELATAN”. 
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B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka identifikasi masalah pada penelitian ini 

sebagai berikut : 

1. Ketersediaan fasilitas kesehatan di Indonesia sudah cukup banyak, namun 

persebarannya masih dinilai kurang merata. 

2. Pelayanan kesehatan di Kecamatan Natar belum sepenuhnya optimal karena 

belum memenuhi seluruh syarat pokok pelayanan kesehatan. 

3. Beberapa fasilitas kesehatan di Kecamatan Natar memiliki kendala dalam 

aksesibilitasnya. 

 

 

C. Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka batasan masalah dalam penelitian 

ini adalah aksesibilitas fasilitas kesehatan di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung 

Selatan. 

 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini 

adalah Bagaimana aksesibilitas fasilitas kesehatan di Kecamatan Natar Kabupaten 

Lampung Selatan? 

 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah 

menganalisis kondisi aksesibilitas fasilitas kesehatan di Kecamatan Natar 

Kabupaten Lampung Selatan. 

 

 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat berupa 

menambah pengetahuan mengenai aksesibilitas fasilitas kesehatan di Kecamatan 

Natar, serta sebagai sarana untuk mengimplementasikan ilmu pengetahuan 

selama perkuliahan. 
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2. Manfaat Praktis 

Secara praktis, penelitian ini memiliki manfaat sebagai syarat untuk 

menyelesaikan studi di Program Studi Pendidikan Geografi Fakultas Keguruan 

dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung bagi peneliti. Sementara bagi pihak 

lain, hasil dari penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam mengevaluasi 

aksesibilitas fasilitas kesehatan di Kecamatan Natar. 

 

G. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup dari penelitian ini yaitu : 

1. Ruang lingkup objek penelitian adalah aksesibilitas fasilitas kesehatan. 

2. Ruang lingkup subjek penelitian adalah fasilitas kesehatan berupa praktik 

dokter, praktik bidan, dan apotek.  

3. Ruang lingkup tempat penelitian adalah Kecamatan Natar Kabupaten 

Lampung Selatan. 

4. Ruang lingkup waktu penelitian adalah Februari – Mei tahun 2023. 

5. Ruang lingkup ilmu penelitian adalah aksesibilitas geografi. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Pustaka 

1. Pelayanan Kesehatan 

a. Pengertian Upaya Kesehatan 

Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang 

dilakukan secara terpadu, terintregasi dan berkesinambungan untuk memelihara 

dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan 

penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan 

oleh pemerintah dan/atau masyarakat (UU Nomor 36 Tahun 2009). 

 

b. Jenis Pelayanan Kesehatan 

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, palayanan 

kesehatan dibagi menjadi 4 yaitu sebagai berikut. 

1) Pelayanan kesehatan promotif adalah serangkaian upaya pelayanan kesehatan 

yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan. 

2) Pelayanan kesehatan preventif adalah kegiatan untuk mencegah terjadinya 

masalah kesehatan/penyakit. 

3) Pelayanan kesehatan kuratif adalah serangkaian kegiatan pengobatan yang 

ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat 

penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan supaya kualitas 

penderita dapat terjaga seoptimal mungkin. 

4) Pelayanan kesehatan rehabilitatif adalah serangkaian kegiatan untuk 

mengembalikan mantan penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat 

berfungsi kembali sebagai anggota masyarakat yang berguna bagi dirinya dan 

masyarakat dengan sebaik-baiknya. 
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c. Syarat Pokok Pelayanan Kesehatan 

Syarat pokok pelayanan kesehatan tersebut menurut Asrul Azwar (1996) dalam 

Isniati (2007) adalah: 

1) Tersedia dan berkesinambungan 

Artinya masyarakat tidak kesulitan menemukan keberadaan semua jenis 

pelayanan kesehatan pada saat dibutuhkan. 

2) Dapat diterima dan bersifat wajar 

Artinya pelayanan kesehatan tidak bertentangan dengan adat istiadat, 

kebudayaan, keyakinan, serta kepercayaan masyarakat dan bersifat wajar. 

3) Mudah dicapai 

Ketercapaian disini adalah lokasi, artinya pengaturan distribusi sarana 

kesehatan merupakan hal yang penting untuk mewujudkan pelayanan 

kesehatan yang baik. 

4) Mudah dijangkau 

Keterjangkauan disini adalah jarak dan biaya, yang berarti jarak sarana 

pelayanan kesehatan dan biaya kesehatan diupayakan sesuai dengan 

kemampuan ekonomi masyarakat. 

5) Bermutu  

Mutu disini adalah tingkat kesempurnaan dalam pelayanan kesehatan yang 

diselenggarakan sesuai dengan tata cara penyelenggaraan, kode etik, serta 

standar yang telah ditetapkan. 

 

 

2. Fasilitas Kesehatan 

a. Pengertian Fasilitas Kesehatan 

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang 

digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, 

preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, 

pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.  
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b. Jenis Fasilitas Kesehatan 

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Fasilitas 

Pelayanan Kesehatan, jenis fasilitas pelayanan kesehatan terdiri atas:  

1. Tempat praktik mandiri tenaga kesehatan 

Tempat praktik mandiri tenaga kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan 

yang diselenggarakan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kewenangan untuk 

memberikan pelayanan langsung kepada pasien/klien (Surat Edaran Dirjen 

Yankes Nomor HK.02.02/11/4406/2021). 

2. Pusat kesehatan masyarakat 

Pusat Kesehatan Masyarakat atau Puskesmas adalah fasilitas pelayanan 

kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya 

kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya 

promotif dan preventif di wilayah kerjanya (Permenkes Nomor 43 Tahun 

2019). 

3. Klinik 

Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan 

kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau 

spesialistik (Permenkes Nomor 9 Tahun 2014). 

4. Rumah sakit 

Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan 

pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan 

pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat (Permenkes Nomor 3 

Tahun 2020). 

5. Apotek 

Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik 

kefarmasian oleh Apoteker. Sementara apoteker adalah sarjana farmasi yang 

telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker 

(Permenkes Nomor 9 Tahun 2017). 

6. Unit transfusi darah 

Unit Transfusi Darah (UTD) adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang 

menyelenggarakan donor darah, penyediaan darah, dan pendistribusian darah 

(Permenkes Nomor 91 Tahun 2015). 
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7. Laboratorium kesehatan 

Laboratorium kesehatan adalah sarana kesehatan yang melaksanakan 

pengukuran, penetapan, dan pengujian terhadap bahan yang berasal atau bukan 

berasal dari manusia untuk menentukan jenis penyakit, penyebab penyakit, 

kondisi kesehatan, dan faktor yang dapat mempengaruhi kesehatan individu 

maupun masyarakat (Yaqin, 2015). 

8. Optikal 

Optikal adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan 

pelayanan refraksi, pelayanan optisi, dan/atau pelayanan lensa kontak 

(Permenkes Nomor 1 Tahun 2016). 

9. Fasilitas pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum 

Fasilitas pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum adalah salah satu 

jenis fasilitas pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh rumah sakit atau 

institusi lain berdasarkan syarat dan standar yang ditetapkan oleh Menteri 

dengan jumlah paling sedikit 1 untuk setiap provinsi (PP Nomor 47 Tahun 

2016). 

10. Fasilitas pelayanan kesehatan tradisional 

Fasilitas pelayanan kesehatan tradisional adalah fasilitas pelayanan kesehatan 

yang menyelenggarakan pengobatan/perawatan pelayanan kesehatan 

tradisional komplementer. Pelayanan kesehatan tradisional komplementer 

adalah penerapan kesehatan tradisional yang memanfaatkan ilmu biomedis dan 

biokultural dalam penjelasannya serta manfaat dan keamanannya terbukti 

secara ilmiah (PP Nomor 103 Tahun 2014). 
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c. Syarat Pendirian Fasilitas Kesehatan 

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan, ketentuan dalam menentukan jumlah kesediaan dan unsur 

pertimbangan pendirian fasilitas kesehatan adalah sebagai berikut (Tabel 4). 

 

Tabel 4. Unsur Pertimbangan Pendirian Fasilitas Kesehatan Menurut PP 

Nomor 47 Tahun 2016 

 

Jenis Fasilitas 

Kesehatan 
Kesediaan Unsur Pertimbangan 

Tempat praktik mandiri 

tenaga kesehatan 

Sesuai kebutuhan 

masyarakat 

a. Kondisi geografis dan 

aksesibilitas masyarakat 

b. Tingkat utilitas 

c. Jam kerja pelayanan 

Puskesmas  Minimal 1 per kecamatan a. Kebutuhan pelayanan 

b. Jumlah penduduk 

c. Aksesibilitas  

Klinik  Sesuai kebutuhan 

masyarakat 

a. Kondisi geografis dan 

aksesibilitas masyarakat 

b. Tingkat utilitas 

c. Jam kerja pelayanan 

d. Jumlah praktik mandiri 

dokter/dokter gigi 

Rumah sakit Minimal 1 untuk setiap 

kabupaten/kota tipe kelas 

D 

Minimal 1 untuk setiap 

provinsi tipe kelas B 

a. Jumlah dan persebaran 

penduduk 

b. Rasio jumlah tempat tidur 

c. Akses masyarakat 

Apotek  Sesuai kebutuhan 

masyarakat 

Jumlah fasilitas pelayanan 

kesehatan berupa tempat 

praktik mandiri, puskesmas, 

klinik, dan rumah sakit. 

Unit Transfusi Darah Minimal 1 per 

kabupaten/kota 

a. Kecukupan pemenuhan 

kebutuhan darah 

b. Waktu tempuh rumah 

sakit dengan unit transfusi 

darah 

Laboratorium Kesehatan Sesuai kebutuhan 

masyarakat 

Jumlah fasilitas pelayanan 

kesehatan berupa tempat 

praktik mandiri, puskesmas, 

klinik, dan rumah sakit. 

Optikal  Sesuai kebutuhan 

masyarakat 

Jumlah fasilitas pelayanan 

kesehatan berupa tempat 

praktik mandiri, puskesmas, 

klinik, dan rumah sakit. 

Fasilitas Pelayanan 

Kedokteran untuk 

Kepentingan Hukum 

Minimal 1 per provinsi Syarat dan standar yang 

ditetapkan oleh Menteri 
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Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan Tradisional 

Sesuai kebutuhan 

pelayanan 

Pemetaan daerah dan dibuat 

merata di setiap 

kabupaten/kota 
Sumber : PP Nomor 47 Tahun 2016 

Sementara menurut SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan 

Perumahan di Perkotaan, terdapat beberapa unsur yang menjadi pertimbangan 

kebutuhan fasilitas kesehatan yaitu sebagai berikut (Tabel 5). 

 

 

Sumber : SNI 03-1733-2004 

Tabel 5. Unsur Pertimbangan Kebutuhan Fasilitas Kesehatan Menurut SNI 

03-1733-2004 

Jenis 

Jumlah 

Penduduk 

(jiwa) 

Standar 

(m2/jiwa) 

Radius 

(m) 
Keterangan 

Posyandu 1.250 0,048 500  Lokasi ditengah kelompok 

tetangga dan tidak 

menyeberang jalan raya. 

Dapat bergabung dengan 

balai warga atau sarana 

hunian/rumah 

Balai pengobatan 

warga 

2.500 0,12 1.000 Lokasi ditengah kelompok 

tetangga dan tidak 

menyeberang jalan raya. 

Dapat bergabung dengan 

balai warga. 

BKIA/ Klinik 

bersalin 

30.000 0,1 4.000 Dapat dijangkau dengan 

kendaraan umum. 

Pustu dan balai 

pengobatan 

lingkungan 

30.000 0,006 1.500 Dapat bergabung dengan 

lokasi kantor kelurahan. 

Puskesmas dan 

balai pengobatan 

120.000 0,008 3.000 Dapat bergabung dengan 

lokasi kantor kecamatan. 

Tempat praktik 

dokter 

5.000 - 1.500 Dapat bergabung dengan 

rumah tinggal/tempat 

usaha. 

Apotek  30.000 0,025 1.500 Dapat bergabung dengan 

rumah tinggal/tempat 

usaha. 
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3. Aksesibilitas Fasilitas Kesehatan 

Menurut Black (1981) dalam Kumaat (2015), aksesibilitas adalah ukuran 

kemudahan atau kenyamanan yang berkaitan dengan cara situs penggunaan lahan 

berinteraksi satu sama lain dan kemudahan atau kesulitas situs tersebut dicapai 

melalui sistem jaringan transportasi. Sementara dalam Pranitasari & Prawira 

(2020), aksesibilitas merupakan ukuran kemudahan lokasi untuk dijangkau dari 

lokasi lainnya melalui sistem transportasi. Ukuran keterjangkauan atau 

aksesibilitas meliputi kemudahan waktu, biaya, dan usaha dalam melakukan 

perpindahan antar tempat-tempat atau kawasan. Menurut Tjiptono (2014) dalam 

Puspaningrum & Damanuri (2022), aksesibilitas adalah lokasi yang dilalui atau 

mudah dijangkau sarana tranportasi umum. Indikator dari aksesibilitas yaitu: jarak; 

akses ke tempat lokasi, transportasi; arus lalu-lintas. Sedangkan menurut Spillane 

(1997) dalam Susumaningsih, dkk. (2020), aksesibilitas merupakan kemampuan 

untuk mencapai suatu tujuan tertentu, dapat lebih mudah atau lebih sulit 

menjangkaunya. 

Sementara itu, pengertian akses pelayanan kesehatan menurut Jones (2012) dalam 

Laksono et al. (2016) adalah kemampuan setiap individu dalam mencari pelayanan 

kesehatan yang dibutuhkan. Akses pelayanan kesehatan dalam aspek geografi 

diartikan sebagai kemudahan akses menuju pelayanan kesehatan yang diukur 

dengan jarak, waktu tempuh, transportasi, dan prasarana jalan (Laksono, 2016 

dalam Maulany dkk, 2021).  

Ada yang mengatakan aksesibilitas dapat dinyatakan dengan jarak. Jika suatu 

tempat berdekatan dengan tempat lainnya, dikatakan aksesibilitas antara kedua 

tempat tersebut tinggi. Sebaliknya, jika kedua tempat itu sangat berjauhan, 

aksesibilitas antara keduanya rendah. Oleh karena itu, tata guna lahan yang berbeda 

pasti mempunyai aksesibilitas yang berbeda pula karena aktivitas tata guna lahan 

tersebut tersebar dalam ruang secara tidak merata (heterogen).  

Akan tetapi, penggunaan lahan tertentu seperti bandara, tidak dapat ditempatkan 

sembarangan dan biasanya terletak jauh di luar kota (karena pembatasan dari segi 

keamanan, pengembangan wilayah, dan lain-lain). Aksesibilitas ke bandara 
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tersebut pasti akan selalu rendah karena letaknya yang jauh di luar kota. Namun, 

meskipun letaknya jauh, aksesibilitas ke bandara dapat ditingkatkan dengan 

menyediakan sistem jaringan transportasi dengan kecepatan tinggi sehingga 

mengurangi waktu tempuhnya. 

Oleh sebab itu, orang mulai meragukan penggunaan ‘jarak’ sebagai ukuran 

aksesibilitas dan mulai merasakan bahwa penggunaan ‘waktu tempuh’ memiliki 

kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan ‘jarak’ dalam menyatakan 

aksesibilitas. Dari sini dapat disimpulkan bahwa suatu tempat yang berjarak jauh 

belum tentu mempunyai aksesibilitas yang rendah atau suatu tempat yang berjarak 

dekat belum tentu mempunyai aksesibilitas tinggi karena terdapat faktor lain dalam 

menentukan aksesibilitas yaitu waktu tempuh. Beberapa jenis tata guna lahan 

mungkin tersebar secara meluas (perumahan) dan jenis lainnya mungkin 

berkelompok (pusat pertokoan). Beberapa jenis tata guna lahan mungkin ada di 

satu atau dua lokasi saja dalam suatu kota seperti rumah sakit, dan bandara. Dari 

sisi jaringan transportasi, kualitas pelayanan transportasi pasti juga berbeda-beda; 

sistem jaringan transportasi di suatu daerah mungkin lebih baik dibandingkan 

dengan daerah lainnya baik dari segi kuantitas (kapasitas) maupun kualitas 

(frekuensi dan pelayanan). Contohnya, pelayanan angkutan umum biasanya lebih 

baik di pusat perkotaan dan pada beberapa jalan utama transportasi dibandingkan 

dengan di daerah pinggiran kota (Tamin, 2000). 

 

Tabel 6. Klasifikasi Tingkat Aksesibilitas 
 

Kondisi Prasarana 
Jarak 

Jauh Dekat 

Sangat Jelek Aksesibilitas Rendah Aksesibilitas Menengah 

Sangat Baik Aksesibilitas Menengah Aksesibilitas Tinggi 
 Sumber : Black (1981) dalam Tamin (2000) 

 

Apabila tata guna lahan berdekatan satu sama lain dan hubungan transportasi antar 

keduanya dalam kondisi baik, maka aksesibilitas tinggi. Sebaliknya, jika aktivitas 

tersebut saling terpisah jauh dan hubungan transportasinya jelek, maka aksesibilitas 

rendah. Beberapa kombinasi di antaranya mempunyai aksesibilitas menengah. 
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a. Jarak 

Jarak adalah suatu ukuran numerik yang menunjukkan seberapa jauh posisi suatu 

objek dengan objek lainnya. Dalam bidang fisika atau dalam pengertian sehari-

hari, jarak merujuk pada panjang (secara fisik) antara dua posisi, atau suatu 

estimasi berdasarkan kriteria tertentu (Palupi dkk, 2021). Sementara jarak tempuh 

adalah jauh dekatnya perjalanan menuju suatu tempat yang dinyatakan dalam 

satuan kilometer (Mustofa, 2018 dalam Susumaningsih, dkk., 2020).  

b. Waktu Tempuh 

Waktu tempuh adalah total waktu yang dibutuhkan untuk melewati suatu rute 

tertentu, termasuk waktu pemberhentian dan penundaan di persimpangan. Waktu 

tempuh tidak termasuk pemberhentian untuk istirahat dan perbaikan kendaraan 

(MKJI, 1997 dalam Sari dkk, 2016). Waktu tempuh adalah lamanya (panjang 

pendeknya) waktu yang terpakai dalam perjalanan untuk menempuh suatu jarak 

tertentu. Ukurannya adalah ukuran waktu detik, menit, jam, hari, pekan dan 

seterusnya (Susumaningsih, dkk., 2020) 

c. Transportasi 

Transportasi diartikan sebagai pemindahan barang dan manusia dari tempat asal ke 

tempat tujuan (Nasution, 1996 dalam Susumaningsih, dkk., 2020). Serupa dengan 

pengertian tersebut, Soesilo (1999) dalam Sambuaga, (2016) menyatakan 

pendapatnya yaitu transportasi merupakan pergerakan tingkah laku orang dalam 

ruang baik dalam membawa dirinya sendiri maupun membawa barang. Sementara 

menurut Simbolon (2003) dalam Sambuaga (2016), transportasi adalah suatu 

proses pemindahan manusia atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan 

menggunakan suatu alat bantu kendaraan. 

Dalam Saragi (2015), transportasi memiliki lima unsur pokok yang saling 

berkaitan dan mendukung satu sama lain yaitu:  

1) Manusia, yang membutuhkan transportasi 

2) Barang, yang diperlukan manusia 

3) Kendaraan, sebagai sarana transportasi 

4) Jalan, sebagai prasarana transportasi 

5) Organisasi, sebagai pengelola transportasi 



18 
 

Menurut Miller (1985) dalam Saragi (2015), ada tiga jenis utama transportasi yang 

digunakan di perkotaan yaitu:  

1) Angkutan pribadi (individual transit), seperti mobil pribadi, sepeda motor, 

sepeda atau berjalan kaki.  

2) Angkutan massal (mass transit), seperti kereta api, bus, angkutan kota, dan 

sebagainya. 

3) Angkutan sewaan (para transit), seperti mobil sewaan, taksi yang menjalani 

rute tetap atau disewa untuk sekali jalan dan sebagainya. 

 

d. Prasarana Jalan 

Jalan merupakan salah satu prasarana (infrastruktur) transportasi darat yang sangat 

penting untuk melayani pergerakan angkutan orang dan barang (Pandey & 

Lalamentik, 2014). Prasarana jalan adalah bentuk tata ruang yang dirancang untuk 

menciptakan ruang wilayah yang aman terhadap bencana, nyaman dalam 

mengartikulasikan nilai sosial dan budaya dalam suasana tenang dan damai, 

memberikan nilai tambah ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat, serta 

berkelanjutan dalam mempertahankan kondisi kualitas lingkungan fisik termasuk 

antisipasi untuk mengembangkan arah ekonomi daerah setelah menipisnya sumber 

daya alam yang tidak terbarukan (Pamekas, 2018).  

Jalan di Indonesia diklasifikasikan menjadi beberapa kategori, berikut merupakan 

klasifikasi jalan yang ada di Indonesia: 

 

Tabel 7. Klasifikasi Jalan 

 

Klasifikasi Jenis Keterangan 

Sistem* Jaringan jalan 

primer 

Sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan 

distribusi barang dan jasa untuk pengembangan 

semua wilayah di tingkat nasional, dengan 

menghubungkan semua simpul jasa distribusi 

yang berwujud pusat-pusat kegiatan. 

Jaringan jalan 

sekunder 

Sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan 

distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di 

dalam kawasan perkotaan. 

Fungsi** Jalan arteri Berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri 

perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, 

dan jumlah Jalan masuk dibatasi secara efisien 

Jalan kolektor Berfungsi melayani angkutan pengumpul atau 
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pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, 

kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah Jalan 

masuk dibatasi. 

Jalan lokal Berfungsi melayani angkutan setempat dengan 

ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata 

rendah, dan jumlah Jalan masuk tidak dibatasi. 

Jalan lingkungan Berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan 

ciri perjalanan jarak dekat dan kecepatan rata-rata 

rendah 

Status** Jalan nasional Jalan nasional meliputi: 

1) Jalan arteri dalam Sistem Jaringan Jalan 

primer yang menghubungkan: a) antarpusat 

kegiatan nasional; b) antara pusat kegiatan 

nasional dan pusat kegiatan wilayah; 

dan/atau c) pusat kegiatan nasional dan/atau 

pusat kegiatan wilayah dengan bandar udara 

pengumpul dan pelabuhan utama atau 

pengumpul. 

2) Jalan kolektor dalam Sistem Jaringan Jalan 

primer yang menghubungkan sistem 

transportasi nasional lainnya yang 

merupakan Jalan kolektor primer 1;  

3) Jalan strategis nasional; dan  

4) Jalan Tol. 

Jalan provinsi Jalan provinsi meliputi: 

1) Jalan kolektor dalam Sistem Jaringan Jalan 

primer yang menghubungkan ibu kota 

provinsi dengan ibu kota kabupaten/ kota 

yang merupakan Jalan kolektor primer 2;  

2) Jalan kolektor dalam Sistem Jaringan Jalan 

primer yang menghubungkan antaribu kota 

kabupaten/kota yang merupakan Jalan 

kolektor primer 3; dan 

3) Jalan strategis provinsi yang 

pembangunannya diprioritaskan untuk 

melayani kepentingan provinsi berdasarkan 

pertimbangan untuk membangkitkan 

pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan 

keamanan. 

Jalan kabupaten Jalan kabupaten meliputi: 

1) Jalan kolektor dalam Sistem Jaringan Jalan 

primer yang tidak termasuk Jalan nasional 

dan Jalan provinsi;  

2) Jalan lokal dalam Sistem Jaringan Jalan 

primer yang menghubungkan: a) ibu kota 

kabupaten dengan ibu kota kecamatan; b) 

ibu kota kabupaten dengan pusat desa; c) 

antaribu kota kecamatan; d) ibu kota 

kecamatan dengan pusat desa; e) ibu kota 

kabupaten dengan pusat kegiatan lokal; f) 

antarpusat kegiatan lokal; g) antardesa; dan 

h) poros desa.  
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3) Jalan Umum dalam Sistem Jaringan Jalan 

sekunder dalam wilayah kabupaten; dan  

4) Jalan strategis kabupaten. 

 Jalan kota Jalan kota meliputi Jalan Umum dalam Sistem 

Jaringan Jalan sekunder yang menghubungkan: 

a) antarpusat pelayanan dalam kota; b) pusat 

pelayanan dengan persil; c) antarpersil; d) 

antarpusat permukiman yang berada di dalam 

kota; dan e) Jalan poros desa dalam wilayah 

kota. 

Jalan desa Jalan desa meliputi Jalan Umum yang 

menghubungkan kawasan dan/atau 

antarpermukiman di dalam desa serta Jalan 

lingkungan di dalam desa. 

Kelas* Jalan bebas 

hambatan 

Jalan umum untuk lalu lintas menerus yang 

memberikan pelayanan menerus/tidak terputus 

dengan pengendalian jalan masuk secara penuh, 

dan tanpa adanya persimpangan sebidang, serta 

dilengkapi dengan pagar ruang milik jalan, 

paling sedikit 2 (dua) lajur setiap arah dan 

dilengkapi dengan median; 

Jalan raya Jalan umum untuk lalu lintas menerus dengan 

pengendalian jalan masuk secara terbatas dan 

dilengkapi dengan median, paling sedikit 2 (dua) 

lajur setiap arah; 

Jalan sedang Jalan umum dengan lalu lintas jarak sedang 

dengan pengendalian jalan masuk tidak dibatasi, 

paling sedikit 2 (dua) lajur untuk 2 (dua) arah 

dengan lebar paling sedikit 7 (tujuh) meter; 

Jalan kecil Jalan umum untuk melayani lalu lintas setempat, 

paling sedikit 2 (dua) lajur untuk 2 (dua) arah 

dengan lebar paling sedikit 5,5 (lima setengah) 

meter. 
Sumber: * (UU Nomor 38 Tahun 2004)   ** (UU Nomor 2 Tahun 2022) 

Sementara menurut Pamekas (2018), prasarana jalan di Indonesia ditinjau dari 

aspek pengelolaannya terbagi menjadi tiga yaitu jalan negara, jalan provinsi, dan 

jalan kabupaten/kota. Sementara ditinjau dari lapis penutup permukaan jalan, 

prasarana jalan terbagi menjadi tiga yaitu jalan aspal, jalan tidak aspal, dan jalan 

lainnya.  

Jalan memerlukan suatu lapisan perkerasan di antara lapisan tanah dasar dan roda 

kendaraan yang disebut perkerasan jalan yang mana berfungsi untuk memberikan 

pelayanan kepada sarana transportas. Kondisi perkerasan jalan menurut Sholeh 

(2011), dibagi menjadi 4, yaitu baik sedang, rusak, dan rusak berat. 

1) Permukaan Beraspal 
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a) Baik  Permukaan jalan mulus tanpa retakan sehingga 

kendaraan dapat melaju dengan nyaman pada 

kecepatan yang diinginkan. 

b) Sedang  Jalan dalam kondisi relatif mulus meski terdapat 

keretakan dengan tambalan berat atau sedikit 

bergelombang atau terkadang berlubang/dangkal. 

c) Rusak Permukaan jalan tidak rata, berlubang-lubang atau 

perkerasannya rusak atau bergelombang. 

d) Rusak Berat Permukaan jalan dan perkerasannya rusak berat 

dengan banyak lubang besar dan amblas ditambah 

drainasenya buruk atau tidak memadai. 

2) Permukaan Tidak Beraspal 

a) Baik Permukaan ruas secara keseluruhan padat mulus 

sehingga kendaraan dapat melaju dengan nyaman 

pada kecepatan yang dikehendaki 

b) Sedang  Permukaan jalan dalam kondisi relatif padat dan 

mulus tapi sedikit bergelombang atau terkadang 

cekungan dangkal. 

c) Rusak Permukaan jalan tidak rata akibat banyaknya 

lubangatau akibat rusaknya perkerasan atau 

bergelombang. 

d) Rusak Berat Permukaan jalan dalam keadaan rusak berat dengan 

banyak lubang besar dan amblas ditambah 

drainasenya buruk atau tidak memadai 
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4. Sistem Informasi Geografis (SIG) 

a. Pengertian SIG 

SIG atau Sistem Informasi Geografis adalah suatu sistem berbasis komputer yang 

mampu mengolah data bereferensi geografi, yaitu input data, pengelilaan data 

(penyimpanan dan pemanggilan kembali), manipulasi dan analisis data, serta 

output sebagai hasil akhir (Aronoff, 1989 dalam Adil, 2017). 

Pengertian SIG menurut ahli lainnya yaitu sebagai berikut: 

1) Burrough (1986) dalam Adil (2017), SIG adalah alat yang berguna untuk 

mengumpulkan, menyimpan, mengambil kembali data yang diinginkan, dan 

menampilkan data keruangan yang berasal dari dunia nyata. 

2) Gistut (1994) dalam Adil (2017), SIG adalah sistem yang mampu 

mengintegrasikan deskripsi lokasi dengan karakteristik-karakteristik fenomena 

yang ditemukan di lokasi tersebut dan dapat digunakan untuk pengambilan 

keputusan spasial. 

3) Supriadi & Nasution (2007), SIG adalah bagian dari sistem informasi yang 

diaplikasikan untuk analisis dan pemetaan sesuatu yang terdapat dan terjadi di 

bumi sesuai dengan data geografi. 

4) Irwansyah (2013), SIG adalah sebuah sistem yang didesain untuk menangkap, 

menyimpan, memanipulasi, menganalisa, mengatur, dan menampilkan seluruh 

jenis data geografis. 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa SIG atau Sistem Informasi Geografis adalah sistem 

berbasis komputer yang digunakan untuk menganalisis, mengolah, menyimpan, 

dan menampilkan data bereferensi geografi menjadi suatu keluaran (output) yang 

dapat dijadikan sebagai landasan dalam pengambilan keputusan spasial. 

 

b. Analisis Spasial 

Analisis dengan menggunakan Sistem Informasi Geografi sering disebut dengan 

istilah analisis spasial. Berbeda dengan sistem informasi lainnya, dalam Sistem 

Informasi Geografis ditambahkan dimensi ‘ruang (space)’ atau geografi. 

Kombinasi ini menggambarkan atribut-atribut pada berbagai fenomena seperti usia 
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seseorang, tipe jalan, dan sebagainya, yang secara bersama dengan informasi 

seperti dimana seseorang tinggal atau lokasi suatu jalan (Keele, 1997 dalam UN & 

Soelistijadi, 2005) 

1) Buffering 

Dalam Prahasta (2002), buffer secara anatomis adalah zona yang mengarah keluar 

dari sebuah objek berupa titik, garis, atau area (poligon). Buffer akan membentuk 

suatu area atau zona yang melingkupi atau melindungi suatu objek spasial dalam 

peta (buffered object) dengan jarak tertentu. Dengan demikian, zona yang 

terbentuk secara grafis ini digunakan untuk mengidentifikasi kedekatan spasial 

suatu objek peta terhadap objek-objek di sekitarnya. Buffer merupakan bentuk lain 

dari teknik analisis yang mengidentifikasi hubungan antara suatu titik dengan area 

di sekitarnya atau disebut sebagai Proximity Analysis (analisis faktor kedekatan) 

(Aqli, 2010). 

 

Buffer dari titik Buffer dari garis Buffer dari polygon 

   

 

2) Overlay  

Overlay adalah salah satu dari fungsi analisis spasial yang menghasilkan data 

spasial baru dari minimal dua data spasial yang menjadi masukannya (Suryani & 

Setriani, 2018). Secara umum, analisis overlay dibagi menjadi dua bentuk yaitu 

feature overlay dan raster overlay. Feature overlay adalah analisis overlay yang 

digunakan dengan menggunakan data berformat vektor, sedangkan raster overlay 

adalah analisis overlay dengan menggunakan data raster.   
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Proses Overlay 

 

Overlay dapat dilakukan dengan tiga elemen penting yaitu input layer, overlay 

layer, dan outpur layer. Input layer merupakan layer utama yang akan dilakukan 

tumpangsusun. Overlay layer merupakan file atau layer yang akan digabungkan 

dengan layer utama (input layer). Input layer dan overlay input harus saling 

bersinggungan secara lokasi atau koordinat sehingga dapat digabungkan satu sama 

lain. Output layer merupakan layer baru hasil penggabungan antara input layer 

dengan overlay layer (Danardono & Fikriyah, 2021). 
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B. Penelitian yang Relevan 

Tabel 8. Penelitian yang Relevan 

 

No Judul Artikel Nama Penulis Terbitan Jurnal Tahun Metode Hasil 

1. Pengaruh Akses ke 

Fasilitas Kesehatan 

terhadap Kelengkapan 

Imunisasi Baduta 

(Analisis Riskesdas 

2013) 

O. Nainggolan, 

D. Hapsari, dan 

L. Indrawati 

Media 

Litbangkes, 

26(1), 15-28. 

2016 Analisis univariat, 

bivariat, dan 

multivariat. 

a) Waktu tempuh menuju fasilitas 

UKBM dan non UKBM. 

Semakin cepat waktu tempuh 

maka akan meningkatkan peluang 

kelengkapan imunisasi anak 

baduta.  

b) Ongkos transportasi menuju 

fasilitas UKBM dan non UKBM 

tidak memiliki hubungan yang 

bermakna dengan kelengkapan 

imunisasi dasar baduta. 

c) Akses penduduk ke fasilitas 

kesehatan berbasis UKBM masih 

cukup rendah, yaitu 20,17%. 

2. Multiple Ring Buffer 

untuk Mengetahui 

Aksesibilitas Fasilitas 

Kesehatan terhadap 

Pola Hidup Sehat 

Masyarakat Kecamatan 

Prambanan 

E. 

Septiyaningsih, 

dkk. 

Jurnal 

Pendidikan 

Geografi: 

Kajian, Teori, 

Dan Praktek 

Dalam Bidang 

Pendidikan Dan 

Ilmu Geografi, 

24(1), 42-51. 

2019 Deskriptif dengan 

pendekatan 

kuantitatif 

Hasil yang diperolah adalah pola 

hidup masyarakat dibedakan dengan 

kriteria aksesibilitas dalam 1,5 km 

dan diluar 1,5 km jarak dari fasilitas 

kesehatan. Masyarakat yang masuk 

dalam wilayah 1,5 km telah paham 

mengenai pola hidup sehat. 

Sementara masyarakat yang berada 

diluar wilayah 1,5 km kurang paham 

mengenai pola hidup sehat. 

25 
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Tabel 8. Lanjutan 

 
     

No Judul Artikel Nama Penulis Terbitan Jurnal Tahun Metode Hasil 

3. Pengaruh Pola Sebaran 

Sarana dan Prasarana 

Kesehatan Terhadap 

Aksesibilitas Pelayanan 

Kesehatan Masyarakat di 

Kabupaten Tegal Tahun 

2016 

A. Qonita Aghnia 

Putri, H. Puji, dan 

A. Mochammad 

Geo Image 2018 Kuantitatif 

deskriptif 

Pola sebaran sarana dan prasarana di 

Kabupaten Tegal yang masih belum 

merata yaitu Rumah Sakit dan Apotek. 

Aksesibilitas menuju pelayanan 

kesehatan di kabupaten dari segi jarak 

sebagian besar mudah dijangkau tetapi 

masih ada kondisi jalan di beberapa 

kecamatan masih berlubang dan belum 

menggunakan beton atau aspal. 

4. Analisis Sebaran Fasilitas 

Kesehatan di Kecamatan 

Baturaja Timur Tahun 

2016 

R. Wulandari, E. 

Haryono, dan D. 

Miswar 

JPG (Jurnal 

Penelitian 

Geografi), 5(1). 

2017 Deskriptif  a) Pola sebaran fasilitas kesehatan di 

Kecamatan Baturaja Timur adalah 

mengelompok. 

b) Akses masyarakat Kecamatan 

Baturaja Timur menuju fasilitas 

kesehatan mudah. 

5. Analisis Keterjangkauan 

Fasilitas Kesehatan 

Menggunakan Pemodelan 

Network Analysis di Kota 

Yogyakarta 

Ramadan, G. F., 

Maishella, A., 

Darmajaya, E. P., 

Ammaturrohman, 

M. A., & 

Widayani, P. 

In Seminar 

Nasional 

Geomatika (pp. 

179-188) 

2021 Network analysis Seluruh kecamatan di Kota Yogyakarta 

sudah memiliki fasilitas kesehatan 

berupa Puskesmas dan memiliki 

beberapa Rumah Sakit tambahan. 

Namun jika dilihat persebaran spasial 

dan pertimbangan waktu serta jarak 

tempuh menuju fasilitas kesehatan, 

terdapat beberapa kecamatan yang 

memiliki zona tidak terjangkau cukup 

besar, seperti Kecamatan Umbulharjo 

dan Gondokusuman.  
Sumber : Data Diolah Peneliti

26 
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C. Kerangka Pikir 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fasilitas Kesehatan 

Aksesibilitas Fasilitas Kesehatan di Kecamatan Natar 
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Tempuh 
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Prasarana 

Jalan 

Observasi Buffering 

Overlay 

Gambar 3. Kerangka Pikir 
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III. METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan 

pendekatan keruangan. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan 

untuk mengumpulkan informasi tentang status suatu gejala, yaitu keadaan yang 

menggambarkan apa adanya gejala pada saat penelitian dilakukan dengan tidak 

bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku secara umum atau generalisasi. 

Penelitian deskriptif tidak termasuk dalam penelitian eksperimen karena tidak 

ditujukan untuk menguji suatu hipotesis, melainkan untuk menggambarkan gejala, 

variabel, atau keadaan dengan apa adanya (Hikmawati, 2017).  

Menurut Yunus (2008), pendekatan keruangan (spasial approach) merupakan 

metode analisis yang menekankan pada keberadaan ruang sebagai tempat 

bernaungnya aktivitas manusia dalam menjelaskan fenomena geosfer. Jenis analisis 

yang akan digunakan dalam pendekatan keruangan ini adalah pola atau spasial 

pattern analysis, yaitu analisis dimana penekanan utamanya ada pada “sebaran” 

elemen pembentuk ruang. Pendekatan keruangan disini berkaitan dengan konsep 

lokasi dan aksesibilitas yang merupakan indikator dalam efektivitas pelayanan 

kesehatan. Konsep lokasi terdiri dari lokasi fasilitas kesehatan dan lokasi sebaran 

penduduk. Sedangkan konsep akesibilitas pada penelitian didasarkan pada akses 

geografi pelayanan kesehatan yaitu meliputi jarak, waktu tempuh, jenis 

transportasi, dan prasarana jalan.  

 

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini adalah Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan 

(Gambar 3). Kecamatan Natar merupakan salah satu bagian dari wilayah Kabupaten 

Lampung Selatan dengan luas wilayah mencapai 269,58 Km2 dan penduduk 

mencapai 191.005 jiwa pada tahun 2021 (BPS Natar, 2022). Kecamatan Natar 
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memiliki 26 desa dan berbatasan dengan sebelah utara berbatasan dengan 

Kabupaten Pesawaran, sebelah selatan berbatasan dengan Kota Bandar Lampung, 

sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Pesawaran, dan sebelah timur 

berbatasan dengan Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan. 

 

C. Populasi dan Sampel Penelitian 

1. Populasi Penelitian 

Populasi penelitian adalah himpunan individu atau objek yang jumlahnya terbatas 

atau tidak terbatas (Tika, 2005). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 

fasilitas kesehatan yang ada di wilayah Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung 

Selatan. Jumlah fasilitas kesehatan di Kecamatan Natar adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 9. Populasi Penelitian 

 

No. Jenis Fasilitas Kesehatan Jumlah 

1 Rumah sakit 1  

2 Puskesmas  5 

3 Puskesmas Pembantu 7 

4 Klinik 14 

5 Praktik Dokter 18 

6 Praktik Bidan 81 

7 Apotek 34 

Total 160 
Sumber: Observasi, 2023 

 

2. Sampel Penelitian  

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah Purposive Sampling, yaitu 

sampel dipilih secara cermat dengan mengambil orang atau objek penelitian yang 

selektif dan mempunyai ciri-ciri yang spesifik (Tika, 2005). Sampel penelitian ini 

terdiri dari praktik dokter, praktik bidan, dan apotek. Jenis fasilitas kesehatan 

tersebut dipilih menjadi subjek penelitian karena tujuan penelitian adalah untuk 

melihat aksesibilitas fasilitas kesehatan yang juga dipengaruhi oeh sebaran lokasi 

fasilitas kesehatan. Sementara setelah dilakukan penelitian pendahuluan, praktik 

dokter, praktik bidan, dan apotek memiliki jumlah yang cukup banyak dan tersebar 

di seluruh wilayah Kecamatan Natar dibandingkan jumlah fasilitas kesehatan lain 

seperti puskesmas, puskesmas pembantu, dan klinik yang jumlahnya terbatas 
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sehingga kurang tersebar di wilayah Kecamatan Natar. Selain itu, karena jumlahnya 

yang banyak dan tersebar, fasilitas kesehatan seperti praktik dokter, praktik bidan, 

dan apotek berkemungkinan menjadi fasilitas kesehatan pertama masyarakat dalam 

memperoleh pelayanan kesehatan ketika sakit. Dengan tersebarnya lokasi fasilitas 

kesehatan tersebut maka diharapkan nantinya dapat diketahui efektivitas fasilitas 

kesehatan yang beragam di setiap wilayah di Kecamatan Natar sesuai dengan tujuan 

penelitian. 

 

Tabel 10. Sampel Penelitian 
 

No 
Wilayah Kerja  

Puskesmas 

Jenis Fasilitas Kesehatan 

Praktik Bidan Praktik Dokter Apotek 

1. Puskesmas Natar 17 5 13 

2. Puskesmas Tanjungsari 21 2 7 

3. Puskesmas Hajimena 12 4 4 

4. Puskesmas Branti Raya 17 4 7 

5. Puskesmas Sukadamai 14 3 3 

Total 81 18 34 

Sumber: Observasi, 2023 

 

D. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel  
 

1. Variabel Penelitian 

Variabel adalah konsep yang memiliki variasi nilai (Effendi, 1989 dalam Nasution, 

2017). Variabel diartikan sebagai variasi nilai dari sesuatu yang menjadi sasaran 

penelitian (Nasution, 2017). Variabel dalam penelitian ini yaitu aksesibilitas 

fasilitas kesehatan.  

 

2. Definisi Operasional Variabel 

Aksesibilitas fasilitas kesehatan merupakan salah satu syarat pokok pelayanan 

kesehatan yaitu pada poin mudah dijangkau. Akses pelayanan kesehatan adalah 

kemampuan setiap individu dalam mencari pelayanan kesehatan yang dibutuhkan, 

yang diukur dengan jarak, waktu tempuh, transportasi, dan prasarana jalan. Subjek 

dalam penelitian ini adalah praktik bidan, praktik dokter, dan apotek. Fasilitas 

kesehatan tersebut dipilih karena jumlahnya yang cukup banyak sehingga 

diharapkan tersebar di seluruh wilayah Kecamatan Natar dan mudah dijangkau oleh 

seluruh masyarakat Kecamatan Natar. 
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a) Jarak Radius Fasilitas Kesehatan 

Jarak adalah suatu ukuran numerik yang menunjukkan seberapa jauh posisi suatu 

objek dengan objek lainnya. Berdasarkan SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara 

Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan, jarak pelayanan untuk klinik 

bersalin yang dalam penelitian ini adalah praktik bidan, jarak idealnya yaitu 4000 

meter. Sementara untuk praktik dokter dan apotek jarak idealnya yaitu 1500 meter. 

Tabel 11. Jarak Radius Fasilitas Kesehatan  

 

No. 
Fasilitas 

Kesehatan 

Jarak Ideal 

(m) 

Hasil Ukur 

Dekat Jauh 

1. Praktik Bidan 4000 ≤ 4000 meter > 4000 meter 

2. Praktik Dokter 1500 ≤ 1500 meter > 1500 meter 

3. Apotek 1500 ≤ 1500 meter > 1500 meter 
Sumber : SNI 03-1733-2004  

 

b) Waktu Tempuh 

Waktu tempuh adalah total waktu yang dibutuhkan untuk melewati suatu rute 

tertentu, termasuk waktu pemberhentian dan penundaan di persimpangan. Waktu 

tempuh tidak termasuk pemberhentian untuk istirahat dan perbaikan kendaraan. 

Berdasarkan jarak maksimum yang telah ditentukan dalam Peraturan Departemen 

Kesehatan Republik Indonesia yaitu 2000 meter, maka penilaian waktu yaitu waktu 

pencapaian maksimum antara permukiman dan fasilitas kesehatan adalah 4 menit. 

Waktu tersebut didasari oleh kecepatan rata-rata pengendara sekitar 30 km/jam. 

Jika dihitung jarak 2000 meter ditempuh dengan kecepatan 30km/jam, maka waktu 

yang diperlukan adalah 4 menit (Ramadan dkk, 2021). 

Dengan menggunakan kecepatan yang sama, maka jika dihitung waktu tempuh 

yang menjadi tolok ukur dalam penelitian ini khususnya pada jenis fasilitas 

kesehatan praktik bidan yang memiliki jarak radius 4000 meter, maka waktu 

tempuhnya yaitu 8 menit, dihitung dengan kecepatan 30 km/jam menggunakan 

motor. Sementara untuk jenis fasilitas kesehatan praktik dokter dan apotek, dengan 

jarak yang ditempuh yaitu 1500 meter dan kecepatan 30 km/jam menggunakan 

motor, maka waktu tempuhnya adalah 3 menit. 
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Tabel 12. Waktu Tempuh 

 

Jenis Fasilitas 

Kesehatan 

Jarak 

(m) 

Kecepatan 

(km/jam) 

Waktu 

Tempuh 

Ideal 

(menit) 

Hasil Ukur 

Cepat Lama 

Praktik Bidan 4000 30 8 ≤ 8 menit > 8 menit 

Praktik Dokter 1500 30 3 ≤ 3 menit > 3 menit 

Apotek 1500 30 3 ≤ 3 menit > 3 menit 
Sumber: Hasil Perhitungan Peneliti 

 

 

c) Transportasi 

Transportasi adalah suatu proses pemindahan manusia atau barang dari suatu 

tempat ke tempat lain dengan menggunakan suatu alat bantu kendaraan. Jenis 

transportasi yaitu sebagai berikut: 

Tabel 13. Transportasi 

 

Jenis Transportasi Keterangan Hasil Ukur 

Angkutan massal  Kereta api, bus, angkutan kota, ojek, dan 

sebagainya 

Mudah 

Angkutan pribadi 

dan angkutan sewaan 

Mobil pribadi, sepeda motor, sepeda, 

berjalan, atau kendaraan yang menjalani 

rute tetap atau disewa untuk sekali jalan dan 

sebagainya  

Sulit 

Sumber: Miller (1985) dalam Saraga (2015) 

 

d) Prasarana jalan 

Prasarana jalan merupakan faktor penting yang mempengaruhi sarana transportasi. 

Prasarana jalan yang baik, tentu akan mempercepat pergerakan transportasi dan 

mempersingkat waktu tempuh. Bagian jalan yang berperan penting dalam hal ini 

adalah lapisan perkerasan jalan yaitu lapisan antara lapisan tanah dasar dan roda 

kendaraan. Perkerasan jalan terbagi menjadi tiga, yaitu perkerasan kaku, perkerasan 

lentur, dan perkerasan komposit. Idealnya untuk mendukung transportasi, maka 

kondisi jalan harus baik. Namun, beberapa ruas jalan di beberapa daerah khususnya 

daerah perdesaan masih memiliki kendala terutama pada kondisi permukaannya 

Lokasi penelitian ini merupakan wilayah administrasi Kecamatan Natar, sehingga 
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pada indikator prasarana jalan ini peneliti menggunakan klasifikasi berdasarkan 

kondisi perkerasan jalan yang dalam Sholeh (2011) dibagi menjadi empat, yaitu 

baik, sedang, rusak, dan rusak berat. 

Tabel 14. Prasarana Jalan 

 

Jenis Hasil Ukur Kriteria 

Aspal Baik (B) Permukaan jalan mulus tanpa retakan sehingga 

kendaraan dapat melaju dengan nyaman pada 

kecepatan yang diinginkan. 

Sedang (S) Jalan dalam kondisi relatif mulus meski terdapat 

keretakan dengan tambalan berat atau sedikit 

bergelombang atau terkadang berlubang/dangkal. 

Rusak (R) Permukaan jalan tidak rata, berlubang-lubang atau 

perkerasannya rusak atau bergelombang. 

Rusak Berat 

(RB) 

Permukaan jalan dan perkerasannya rusak berat 

dengan banyak lubang besar dan amblas ditambah 

drainasenya buruk atau tidak memadai. 

Tidak Beraspal Baik (B) Permukaan ruas secara keseluruhan padat mulus 

sehingga kendaraan dapat melaju dengan nyaman 

pada kecepatan yang dikehendaki 

Sedang (S) Permukaan jalan dalam kondisi relatif padat dan 

mulus tapi sedikit bergelombang atau terkadang 

cekungan dangkal. 

Rusak (R) Permukaan jalan tidak rata akibat banyaknya 

lubangatau akibat rusaknya perkerasan atau 

bergelombang. 

 Rusak Berat 

(RB) 

Permukaan jalan dalam keadaan rusak berat 

dengan banyak lubang besar dan amblas ditambah 

drainasenya buruk atau tidak memadai 
Sumber: Sholeh (2011)
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Gambar 4. Lokasi Penelitian
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E. Metode Pengumpulan Data 

1. Observasi  

Observasi merupakan salah satu cara pengumpulan data dalam penelitian yang 

dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung di lapangan untuk 

mengetahui kondisi sebenarnya. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan untuk 

memperoleh data berupa data titik koordinat fasilitas kesehatan menggunakan 

Softwere GPS Essensials. Selain itu, observasi juga dilakukan untuk mengetahui 

jenis transportasi yang tersedia dan kondisi prasarana jalan di lapangan yang akan 

disesuaikan dengan definisi operasional variabel. 

Tabel 15. Instrumen Observasi 

No. Nama Faskes Desa Format Position (UTM) 

1.  Apotek Kalisari Kalisari 48- 524488 9413394 

2.  Apotek Keluarga Sukadamai  48- 535165 9423462 

… … … … 

 

2. Dokumentasi 

Metode dokumentasi pada penelitian ini dilakukan untuk mendokumentasikan 

kondisi di lapangan pada saat observasi dilakukan yaitu pada saat mengamati jenis 

transportasi dan kondisi prasarana jalan di lapangan, serta melakukan kajian 

dokumentasi berupa publikasi yang diterbitkan oleh instansi tertentu terkait 

kebutuhan data yang diperlukan dalam penelitian seperti profil Kecamatan Natar, 

profil Kabupaten Lampung Selatan, dan profil Provinsi Lampung yang diterbitkan 

oleh Badan Pusat Statistik setempat, peraturan perundang-undangan yang disahkan 

dan dipublikasikan oleh pemerintah, Profil Kesehatan yang diterbitkan oleh Dinas 

Kesehatan setempat, dan sebagainya. 
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F. Metode Analisis Data 

1. Analisis Spasial 

Analisis spasial yaitu analisis dengan menggunakan Sistem Informasi Geografi 

dengan dimensi keruangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aksesibilitas 

fasilitas kesehatan, yang mana untuk mempermudah hal tersebut maka metode 

analisis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa peta. Peta digunakan 

untuk menganalisis data spasial dengan cakupan wilayah sehingga tidak 

memungkinkan untuk melakukan analisis langsung di lapangan. Dalam pembuatan 

peta tersebut, diperlukan beberapa metode analisis sesuai dengan variabel 

penelitian. Metode tersebut yaitu buffering dan overlay. Buffering adalah metode 

analisis spasial menggunakan zona yang mengarah keluar dari sebuah objek berupa 

titik, garis, atau area (poligon). Sedangkan Overlay adalah analisis spasial yang 

menghasilkan data spasial baru dari minimal dua data spasial yang menjadi 

masukannya. Analisis spasial dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis 

indikator jarak dan waktu tempuh. Buffering digunakan untuk mengetahui jarak 

radius dari fasilitas kesehatan tertentu sebagai pusatnya dengan jarak sejauh 4000 

meter dan 1500 meter. Sementara overlay, digunakan untuk menyatukan layer pada 

saat pembuatan peta. Layer-layer tersebut diantaranya adalah layer lokasi 

administrasi, layer jalan, layer pemukiman, layer lokasi fasilitas kesehatan, dan 

sebagainya, yang akan disusun secara tumpang tindih menjadi satu sehingga 

dihasilkan peta sesuai dengan kebutuhan. 

 

2. Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif merupakan analisis yang bertujuan untuk memaparkan dan 

menjelaskan informasi secara mendetail, khususnya dalam penelitian ini yaitu 

untuk menjelaskan informasi hasil dari analisis spasial. Dengan demikian, analisis 

deskriptif pada penelitian ini digunakan setelah proses analisis spasial yaitu pada 

indikator jarak dan waktu tempuh serta menganalisis indikator prasarana jalan dan 

transportasi dengan mempertimbangkan hasil dari observasi lapangan. 

 

3. Skoring 

Pada penelitian ini skoring dilakukan untuk menganalisis tiap-tiap indikator 
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aksesibilitas pada setiap fasilitas kesehatan sehingga akan diperoleh kesimpulan 

akhir berupa tingkatan aksesibilitas. Dengan demikian, analisis ini dilakukan 

setelah analisis spasial dan deskriptif. Berikut merupakan penskoran tiap indikator 

pada aksesibilitas yang dapat dilihat pada Tabel 16. 

 

Tabel 16. Penskroran Indikator Aksesibilitas 

 

Variabel Indikator Kriteria Skor 

Aksesibilitas 

Jarak Radius 
Dekat 2 

Jauh 1 

Waktu Tempuh 
Cepat 2 

Lama 1 

Transportasi 
Mudah 2 

Sulit 1 

Prasarana Jalan 

Baik 4 

Sedang 3 

Rusak 2 

Rusak Berat 1 

 

Aksesibilitas akan digolongkan menjadi 4 tingkatan yaitu sangat baik, baik, sedang, 

dan kurang. Untuk memudahkan dalam mengetahui tingkatan aksesibilitas tersebut, 

maka peneliti melakukan skoring dengan rumus interval menurut Sharma (2007) 

dan Suwarjana (2016) sebagai berikut: 

 

     Nilai Maksimum – Nilai Minimum 

                     Nilai Interval = 

                   Jumlah Kelas Interval  

 

 

Diketahui bahwa nilai minimal adalah 6, nilai maksimal adalah 10, sementara 

jumlah kelas interval adalah 4, yaitu sangat baik, baik, sedang, dan kurang. 

        10 - 6 

Nilai Interval =    = 1 

           4 
 

Sehingga kelas interval untuk aksesibilitas adalah sebagai berikut: 

Sangat baik = 10 

Baik   = 9 

Sedang  = 8 

Kurang  = ≤ 7 
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G. Diagram Alir Penelitian 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Diagram Alir Penelitian 
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa rata-rata 

kondisi aksesibilitas fasilitas kesehatan di Kecamatan Natar sudah cukup baik jika 

indikator transportasi dan prasarana jalan dalam kondisi yang baik. Aksesibilitas 

fasilitas kesehatan di Kecamatan Natar berkisar dari tingkatan sedang hingga sangat 

baik. Aksesibilitas fasilitas kesehatan terdiri dari 4 indikator yaitu jarak radius, 

waktu tempuh, transportasi, dan prasarana jalan. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa setiap jenis fasilitas kesehatan memiliki tingkat aksesibilitas yang berbeda, 

yaitu 57% praktik bidan memiliki aksesibilitas sedang, 39% praktik dokter 

memiliki aksesibilitas sangat baik, dan 56% apotek memiliki aksesibilitas sangat 

baik. 

 

B. Saran 

1. Bagi pemerintah khususnya Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, 

sebaiknya lebih perhatikan kembali kondisi prasarana jalan yang rusak dan 

menjadi kendala aksesibilitas fasilitas kesehatan di beberapa desa di 

Kecamatan Natar. 

2. Bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian, dapat melakukan penelitian 

lanjutan mengenai aksesibilitas fasilitas kesehatan dengan indikator dan 

sampel yang lain. 
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